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BUPATI PATI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2A Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2AA2 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi,

pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka

kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu

pengetahuan dan teknologi di daerah;

bahwa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang terarah, terpadu dan hasilnya dapat dimanfaatkan

untuk kepntingan dan kesejahteraan mssyarakat prlu adanya

pengaturan mengenai kebiiakan strategis penelitian,

pengembangan dan penerapan llmu pengetahuan dan teknologi

(Jakstra Litbangrap lptek) Kabupaten Pati 2006-2011;

bahwa berdasarkan prtimbangan gebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan

Teknologi (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4219);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OA4 tentang Pembentukan

Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2AA4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 126,

tambahan Lembaran Negara Nomor  a38);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 2A02, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4A24;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi

Kekayaan lntelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan

Pengembangan (Litbang), (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005);

Keputusan Presiden Nomor g4 Tahun 1999 tentang Dewan Riset

Nasional;
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Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati,

(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 91);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2001 tentang

Rencana Strategik Daerah Kabupaten Pati Tahun 20A1.2A06

(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 131);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2AO2 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun

2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Tahun 20A2 Nomor 67 Seri D);

Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata kerja Dewan Riset Daerah Kabupaten Pati,

(Berita Daerah Kabupaten Patitahun 2005 Nomor 32).

Keputusan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI PATI TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS

PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (JAKSTRA LITBANGRAP

|PTEK) KABUPATEN PAT| 2A06-2A11

Pasal 1

Kebijakan Strategis Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu

Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Pati Tahun 2006-2011

selanjutnya disingkat Jakstra Litbangrap lptek adalah sebagaimana

tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
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Pasal 2

Sistematika Jakstra Litbangrap lptek Kabupaten Pati Tahun 2006-2011

sebagaimana dimaksuci cjaiam Pasal 1 meliputi ;

BAB i : PENDAHULUAN

BAB ll : KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB lll : PRINSIP DASAR, VlSl, MlSl & TUJUAN STRATEGIS

BAB lV : KEBIJAI(AN STRATEGIS LITBANGRAP IPTEK

(UMUM)

BAB V : KEBIJAI(AN STRATEGIS LITBANGRAP IPTEK DALAM

BIDANG PEMBANGUNAN

BAB VI : PRIORITAS UTAMA LITBANGRAP IPTEK

BAB VII : PENUTUP

MATRIK LITBANGRAP IPTEK

Pasal 3

Kebijakan Strategis Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu

Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pati dimaksudkan agar semua

kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan

dan tekologi berpedoman pada Jakstra Litbangrap lptek Kabupaten

Pati dapat dilaksanakan secara lebih sinergis, lebih berdaya guna dan

berhasil guna sebagai bagian terpadu pembangunan di Kabupaten

Pati.

Pasal 4

Jakstra Litbangrap lptek Kabupaten Pati disusun dengan tujuan untuk

dijadikan pedoman dalam menumbuhkembangkan motivasi, stimulasi,

dan arah kebijakan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Jakstra Litbangrap lptek tahun 2006-2011

dikoordinasikan Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati.



Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Jakstra Litbangrap lptek tahun 2006-

2Olldibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah

Kabupaten Pati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pati.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

I[mu pengetahuan dan teknolog (IpteQ merupakan rursur peradaban manusia yang

sangat penting untuk mendayagunakan dan memanfaatkan kekayaan dan lingkungan alarn

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa guna memrnjang pencapaian kesejahteraan dan kualitas hidup

manusia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan

Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ltndang-undang

Nomor 25 Tahtm 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka

peluang yang lebih luas bagi penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat dalam suafu perencanaan strategis.

Pembangunan bidang Iptek mendapat legalitas yang lebih nyata dengan

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Iptek dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005

tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan oleh Perguruan Trnggt dan Lembaga Litbang. Hal ini secara jelas

memberikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam

berbagai kegiatan terkait Iptek.

Disamping itu pembangunan bidang Iptek sardiri, sekaligus memiliki dua dimensi.

Pembangunan di bidang Iptek disatu sisi secara sadar dijadikan sarana bagi percepatan

pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan yang spesifik

Jslilstra Litbangrap lptek, Pati 2005



lokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati dan sekaligus mempunyai daya

saing yang tangguh secara global. Disisi lain, pembangunan dibidang Iptek harus dijadikan

sasaran pembangunan di daerah Kabupaten Pati.

Secara nasional, pembangunan bidang Iptek disepakati sebagai politik negalce- dalam

ran$a mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera sesuai dengan amanat Ir'uD 1945.

Jabarannya ditingkat daerah khusumya di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah,

pembangunan bidang Iptek ditetapkan melalui Kabuptusan Bupati Pati, dalam rangka

mewujudkan Kabupaten Patiyang adil dan sejahtera.

B. Posisio Maksud, Tujuan dan Hasil yang Diharapkdn

l. Posisi

Kabuakan Strategls Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuah dan

Teknologi (Iptek) di Kab,rputen Pati tahun 2006-2011 selanjutnya disingkal Jakstra

tilbangrap Iptek Kabupaten Pati adalah penjabaran dari:

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2A02 tentang Sistem nasiohal Penelitian,

Pertgerhbangdn, datl Penerapan Iknu Pengetahuah dan Teknologi, terutamn paat 2A

ayat 2, bahwa Pemerintah Da9rah lVajib meurnuskan prioritas serta kerangka

kebrjakan di bidang ilnu pengetahuan dan teknologl yang dituangkan sebagai

kebijakan sffstegis pembangruran ilmu pengetahuan dan teknologi didaerahnya.

Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi Repubhk Indinesia Tahrur 20A5-

2009;

Secara sinergis melengkapi dan mewujudkan Jakstra Litbangrap Iptek Propinsi Jawa

Tengah, sesuai dengan kondisi dan keinampuan daerah.

b.
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2. Maksud

Jakstra Litbangrap Iptek Kabupatsn Pati dimaksudkan agar semua kegiatan

penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek berpedoman pada Jaksffa Litbangrap

Iptek Kabupaten pati dapat dilaksanakan secara lebih sinergis, lebih berdaya guna dan

lebih berhasil guna sebagai bagian terpadu pembangunan di Kabupaten Pati'

3. Tujuan

Jakstra Litbangrap Iptek Kabupaten Pati disusun dengan tujuan untuk dijadikan

acr6n bagi pemerintah Kabupaten Pati (Dinas, Badan, Kantor), Unit Litbangrap lptek

milik pemerintah dan swasta, Perguruan Tinggr, badan usaha, serta masyarakat pada

uflrmnya dalam men)nlsun kebijakan prioritas serta pelaksanaan kegiatan penelitian,

pengembangan dan penerapan Litbangrap Iptek di seluruh Kabupaten Pati.

I

4. llasil yang DiharaPkan

Disusunnya Jakstra Litbangrap Iptek ini diharapkan dapat menjadi kerangka

agtum melaksanakan Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati bagi semuil Dinas, Bada.n,

Kantor di Lingkuhgarr Pemerintah Kabupaten Pati, Lembaga-lembaga Litbangrap lptek,

Dewan Rised Daerah (DRD), Perguruan Tingg, Swasta dan masyarakat pada umumnya

yang berperah serta tnelaksanakan Litbarrgrap lptek di Kabupaten Pati"

C. Landasan

Secara konstitusioual, Litbangrap Iptek memiliki dasar prjakan yang sangat kokoh,

dengan dicantumkarmya Iptek dalam Pasal 31 Ayat 5 dalam Amandemen MUD 19945.

Secara eksplisit mewajibkan panerintah memajukan Iptek untuk meningkatkan peradatlan

dan kesejahteraan masyarakat lndonesia.

Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah antara lain telah mengatur

kewenangan daerah lingkup Propinsi, KabupaterlKot4 termasuk didalamnya adalah

Jalrstra Litbangrap lptek, Pati 2005 3



kewenangan dibidang penelitian, pengembangan (Litbang) dan Iptek. Bila hal ini dikaitkan

dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan dan Purerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), maka Pemerintah

dan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal20.

Pasal 18 menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah berfrurgsi menumbuhkembangkan motivasi,

memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan

Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Ayat 1); (2) Pemerintah

wajib merumuskan mah, prioritas utama dan kerangka kebijakan pemerintah dibidang Iptek

(Ayat 2). Selanjutnya Pasal 20, menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan Psmerintah Daerah

berperan mengembangkan instrumen kebtjakan untuk melaksanakan fimgsi dalam

menumbuhkernbangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas ssrta menciptakan

iklim kondusif tersebut (Ayat 1); (2) Instrumen tersebut berbenhrk dukmgan sumber daya,

dukungan dana, pemberian insenti{ penyelenggarakan program Iptek dan pembenhrkan

Lenrbaga Iptek(Ayat 2) dar (3) Lembaga yang dimaksud diatas adalah dapat meliputi

Lembaga Litbang dan Lenrbaga Penunjang, baik yang berdiri sendiri sebagai Lembaga Non

Departemen maupun Unit Kerja Deparfemen atau Pemerintah Daerah tertentu {Ayat 3)-

Dengan memberikan kewenangan yang ada pada daerah, baik berdasarkan Undang-

undang Nomor 22 Tahtlrl' 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2AA2 terrtang Sistem Nasional

Penelitiaq Pengembangan dan Penerapan Iptek serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahm

2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitiad dan

Pengembangan oleh Perguruan Tinggl dan Lembaga Litbang maka Lembaga Iptek mutlak

dibutuhkan baik di pusat maupun di daerah.

Pada tingkat operasional UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

memberi wowenang kepada Pemerintah Daerah dibidang kebijakan Iptek kecuali teknologi

Jakstra Litbangrap lptek, Pati 20A5



tinggr yang strategis. Saiing melengkapi dengan Undang-undang te'rsebut di tahun yang sama

dikelumkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2o{)4, tentang perimbangan keuangan antara

Pemenntah Pusat dengan Pemerintah Daerah' Kewenangan kedua Uhdang-undang tersebut

diperjeias dengan Peraturan Pemsrintah Nomor 25 Tabus 2000 yang menjabarkan tefsebut

termasuk kewenangan bidang Liioangrap Iptek di daerah'

pada trngkat yang iebih operasional di seluruh Indonesia, diberlakukan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengernbangan rian

penerapan lptek. Didatam Undang-undang terselrut secara jeles menguraikan berbagai aspek

terkait Litbangrap Iptek antara iain mengenahi: (1) azas, tujuan dan fungsi; (2) peran dari

unsur-unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan lptek; (3) fungsi dan peran pemerintah

pusat dan daerah; dan (4) peran serta masyarakat. Khususnya peran pemerintah daerah'

disebutkan dalam Undang-undang tersebut bahwa pemerintah daerah berkewajiban wrtuk (a)

mengembangkan instrumen kebijakan; (b) menganggarkan dana di APBD; (c) mensponsori

HIiI; (d) membenkan pengbargaan bagi investor; ie) membangun sararia prasarana; (f1

mendorong aiihteknologi dan (g) membentuk Dewan Riset Daerah.

D. Pertdekatan Penfu*uhan

penyusgnan Jakstra Litbangrap lptek Kabupaten Pati Tahun 2006-2011,

mengggnakan pendekatan Muitidimensi Fokus Kebijai<an, sesuai dengan saran Majchrzak

(1984) bahwa kebijakan pubiik secara tipikai dimaksudkan untuk memecahkan masalah-

masalah social yang kompleks dan muncu-lnya disebabkan oieh banyak dimensi, factor, efbks

dan peristiwa. Selanjutnya dikatakan bahwa karakteristik penelitian dalam hal ini

penylsunan kebijakan bersifat muitidimensionai atau banyak tiimensi, bersifat empiris-

deduktif dan menggabungkan dimensi masa depan dan masa kini serta menonjolkan dimensi

kerjasam a secara eksPii sit.
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BAB II

KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Modal Dasar

Modal dasar pembangunan Kabupaten Pati meliputi:

Secara geografis Kabupaten Pati termasuk shategis, dipandang dari letaknya yang berada

ditengah-tengah wilayah Republik Indonesia dan berada pada 1100,50'-1110,15' Bujur

Timur dan 6s,25"-?00,00 Lintang Selatan. Kabupaten Pati mempunyai wilayah laut,

datman rendah, dataran tinggr, pegunungan, sungai, waduk dan perairan umum serta

iklim yang mengunhrngkan. Kondisi tersebut membsri keuntungan yang mernungkinkan

tumbuhnya berbagai sumberdaya hayati baik tumbuh-tumbuhan maupun hewani;

Secara demografi Kabupaten Pati mempunyai jumlah penduduk cukup besar yaitu

1.218.267 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 600.700 jiwa dan perempaan6lT .567

jiwa. Selama tahrxr 2003-20A4 pefiambahan penduduk sebanyak 9.553 jiwa (BPS Pati,

2A04), menrpakan potensi efektif apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang

berkualitas untuk meniagkatkm kualitas produksi di berbagai bidang dan mampu

bersaing dengan daerah lain;

Sumber daya alam Kabupaten Pati yang terdiri dari luas wilayah 150.368 H4 meliputi

lahan sawah 58.739 H4 lahan bukan sawah 97-629 Ha. Jenis taaah bagian utara terdiri

dari tanah Red Yellow, Latosal, Aluvial, Hidromer dan Regosol, sedangkan bagran selatan

terdiri dari Aluvial, Hidromer, dan Gromosol. Iklim yang ada diwilayah Kabupaten Pati

yaitu curah hujan rata-ratapada tahun 2004 sebanyak 1.603 mm dengan 88 hari hujan,

nntuk temperatur terendah 240 C dan tertinggi 390 C. Adapun ketinggian wilayah

Kabupaten Pati, terendah 1 meter dari permukaan laut dan tertinggi 380 meter diatas

1.

2,

aJ.
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4.

permmuk.um laut dengan ruta-rata ketinggian tempat kurang lebih 17 meter diatas

permukamr laut.

Kelembagaan pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Pati untuk mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governdnce), bertekad untrft mandiri sebagaimana

ditegaskan dalam visi dan misi Kabupaten Pati. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten

Pati; "Menjadikan Kabupaten Pati pada tahun 2010 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

utarna di Jawa Tengah yang didukung oleh sektor Pertanian, Agroindustri dan Industri

Kecil Menengah serta Pelabuhan Umum Juwana dalam rangka mewujudkan otonomi

daerah yang kuat ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia,

pelayanan uilnum dan pemberdayaan potensi ekonomi secara optimal menuju masyarakat

yang MINATANI". Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pati tersebut, maka yang

menjadi misi Kabupat€n Pati adalah: (1) Membina dan mengembangkan kernampuan

organisasi{embaga aparatur dan masyard<at; (2) Merdngkatkan daya guna dan hasil grura

penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masymakat;

(3) Menunrbuhkan kemandirian daerah melalui kemitraan antar pemerintah dengan

masymakat, termasuk dunia usaha dan meningkatkan sumber keuangan secara kreatif

serta optimalisasi sektor pertanian, agrobisnis, agroindustri, itldustri kecil, menengah dan

jasa Pelabuhan Juwana, (4) Menumbuhkan kondisi Kabupaten Pati yang kondusif,

terciptanya supremasi hukum serta terwujudnya keputusan politik/produk perundang-

undangan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; {5) Membangrm masyarakat Pati

yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, berdemokratisasi dan

turut menciptakan perdamaian, berdasarkan kebenaran yang hakiki.

Kondisi politik yang makin dernokratis, mendorong meningkatnya peran serta

masyarakat dan seklor swasta dalam menetapkan kebijakan daerah.

=-

5.
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B. Permasalahan Dasar

Permasalahan yang dihadapi dalam pengernbangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(Iptek), khususnya dalam Penelitian, Pengembangan dan Pmerapan Ilmu Pengetahauan dan

Teknologi (Litbangrap Iptek), antara lain:

1. Masih lemahnya kelembagaan, fungsi dan peran Le,mbaga Litbangrap Iptek dalam

mengembangkan penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan Iptek;

2. Belum kuatnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penguasaan, pemanfaatan dan

pengembangan Iptek;

3. Belum kuatnya kinerja jaringan Litbangrap Iptek, sehingga hasil-hasil penelitian belum

dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin baik oleh pengambil kebijakan, stakeholders

maupun masyarakat dan dunia usaha;

4. Belum fokusnya sasaran Litbangrap Iptek untuk mendukung kebijakan pembangrman

daerah;

5. Belun kuatnyaposisi daya saing dan kemandirian dalam kehidupan global.

C. Lingkungan Strategis

1. Bidang Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Pati tergambar dalam Pendapatan Domestik

Regional Bruto {PDRB). Perfumbuhan ekoncmi Kabupalen Pati secara agregat tahun

2004 atas dasar harga berlaku sebesar 9,22 yo dan atas dasar harga konstan 4,37 o/o.

Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari sumbangan perhrmbuhan dmi sektor

ekonomi yang ada. Dari kesembilan sektor ekonomi pada tahun 2004, ada empat sektor

yang mengalami perhrmbuhan ekonomi diatas perturnbuhan Kabupatenn {4,3? %)

diantaranya: sektor listrik, gas dan air minum tumbuh sebesar 14,43 o/o, disusul sektor

industri pengolahan sebesar 639 aA, sektor keuangan, p€rselyaan dan jasa perusahaan
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sebesar 4,6T oh, dan sektor pertanian sebesar 4,48 o . Sedangkan sektor yang mengalami

pertumbuhan dibawah perhrmbuhan Kabupaten analah sektor bangrnan sebesa 3,65 o/o,

sektor pertambangan dan penggalian sebesm 2,79 o/o, sektor perdagangan, hotel dan

restoran sebesar 2,69 o/o, sektor jasa-jasa sebesar 2,53 o/o dan sektor angkutan dan

komunikasi tumbuh 2,24 Vo (BAPPEDA dan BPS Kab. Pati, 2004).

Pendapatan regional per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan

menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2004 pendapatan per kapita

penduduk Kabupaten Pati aks dasar harga berlaku mencapai Rp 3.056.372,22 lebth

tingg dari tahun 2003 (Rp 2.840.834,48) Sedangkan atas dasm harga konstan tahun 2003

pendapatan per kapita Kabupaten Pati sebesar Rp 857.494,58 kemudian berkembang

pada tahun 2A04 menjadi Rp 881.608,15 (BAPPEDA dan BPS Pati,2004).

Dalam menghadapi persaingan global dan perdagangan bebas, maka seluruh

pelaku ekonomi hmus mampu menghasilkan barang/jasa yang berdaya saing tingg

Dalam pasar global standar produksi dan lingkungan harus memenuhi sertifikasi yang

ditentukan. Oleh sebab itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

merupakan suatu halyang sangat signifikan.

2. Bidring Sosial Budaya dan Pemerintahad

Masyarakat Kabupaten Pati dikenal sebagai masyarakaf yang mudah menerima

perubahan dan toleransinya tinggi terhadap perbedaan yang ada. Tekat untuk maju dan

mandiri ymg dimiliki sebagian besar masyarakat merupakan pendorong bagl

pengembangan penguasinn, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Pemsrintah Kabupaten Pati yang terdiri dari Sekda/Assisten/Bagian sebanyak 9

txrit, Dinas 11 unit, Badan 4 unit, Kantor ? unit, Ksamatan 2l utit, Desa/Kelurahan 405

unit dan UPTD 42 urut. Melalui berbagai kebijakan yatrg ad4 manunjukkan kesiapan
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untuk berperan serta dalam proses alih teknologi, mempunyai akses kuat dalam

percnt$m kebijakan dan memberi arah bagi pengernbangm ihnu pengetahuan dm

teknologi, sedangkan masyarakat berperan sebagai pemanfaat dan penggUna teknologi.

Untuk mewujudkan masyarakat *melek budaya" pluraVmulticultral, maka

diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang mendukung penyeimbang media

lintas se&tor dan SARA. Oleh karena ifu perlu penggalian "local wisdon" dan "local

genius"

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Pati yang cukup besar (1.215.267 jiwa) dengan

ttngkat pendidikan SD/sederajad 133"938 orang, SMP/sederajad 58.007 orang,

SMA/sederajad 31.452 orang merupakan potensi yang harus digarap, sehingga penduduk

tersebut tidak menjadi beban pembangunan. Tersedianya banyak Lembaga Pendidikan,

SD/sederajad 894 buah, SMPlsederajad 195 buah, SMA/sederalad 67 b:uah dan PT 5

buah dengan seluruh aspek dan potensinya merupakan asset untuk pengembangan

sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dalam penguasaan, pemanfaatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (BAPPEDA dan BPS Pati, 2004).

4. Fisik dan Prdsdrarlr

Tersedianya sarana perkantoran, teknologi informasi beserta perangkat lunaknya

walaupun masih kurang, diharapkan mampu kegiatan penelitian,

pengembangan dan penerapan Iptek. Fasilitas fisik prasarana ini dimiliki oleh Lembaga

Penelitian yarg berada dibawah Pemerintah Daerafu Depantemen (instansi vertikal)

maupun swasta, sehingga akan mendukung lancarnya pembangunan Iptek.

5. Sumber Daya Alam

Kekayaan dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Pati yang sudah terindentifikasi

yaitu jurnlah jenis bahan tambang yang sudah dieksploitasi sebanyak 8 buah, luas lahan
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kritis 40.472,36 Ha. Jumlah yang sudah memiliki IPAL UKL/UPL unhrk industri besar 3

bua[ industri menengah 3 buat]" industri kecil 2 buah, Rumah Sakit 3 buah dan Pasar 1

buah, merupakan potensi yang dapat dirnanfaatkan unnrk lancarnya dan berhasilnya

pembangunan yang berkelanjutan. Potensinya diindentifikasikan melalui penelitian.

Selanjutnya sumber daya almn tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat

dimafaatkm seoptimal mungkin dengm memperhatikm kelestariannya dan liagkungan

hidupnya.

D. Tantangan Pertibangunan

Selain mempunyai kekuatan di berbagai sektor tersebut diatas, pennasalahan

ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Pzti antma lain: (1) lemahnya struktur ekonomi

yang disebabkan masilr lemahnya keterkaitan antara industri hulu dengan industri hilir serta

antm sektor, (2) masih tmggrnya bahan baku dari lum unflrk keperluan industri, sehingga

tidak menguntungkan Kabupaten Pati, dan (3) lentahnya menghadapi tantangan global.

Perfumbuhan ekonomi yang relatif rendah juga disebabkan te{adinya krisis

diberbagai bidang kehidupan pada akhir abad 20 yang lalu, ikut memperburuk kohdisi

perekonomian Kabupaten Pati. Walaupun Kabupaten Pati mengalami pertumbuhm ekonomi

positif, nilmun pertumbuhan tersebut belum mirmpu mengangkat dan mengejar ketinggalan

serta prrlih kernbali seperti sebelum krisis.

Dibidang sosial budaya dan pemerintahan, tantangan yang dihadapi adalah

bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya ymg m€rryangkut

pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Masih rendahnya angka Indeks Pembanggnan

Manusia (IPM) dibandingkan dengan daerah lain, merupakan tantangan untuk dijawab

dengan melakukan kegiatan yang hasilnya mirmpu mendorong meningkatnya angka IPM

sehingga Kabupaten Pati tidak lagi tertinggal dengan daerah lain.
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Dibidang hukum dan hak asasi manusia, masih terdapat berbagai macam

pelanggaran yang disebabkm kurang dipatuhinya ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini

disebabkan karena masyarakat kurang terlibat dalam penetapan ketentuan peraturan baik di

tingkat pusat maupun daerah. Pelanggaran peratutran perundang-undangan akan

mempengaruhi tertib masyuakat, sehingga perlu diciptakan suatu metode bagaimana

masyarakat sadr akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum.

Di bidang pemerintahan masih adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di

berbagai sektor, ekskutif dan legeslatif menjadi tantangan amat sqius. Diperlukan adanya

kebijakan publik untuk membrantas KKN, dengan memanfaatkan hasil penelitian sebagai

bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan publik. Juga diperlukan upaya unfiik

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas dan

kewajibannya s€ara disiplin dan profesional sertabebas KKN.

Di bidang politik, kesadman rakyat akan politik makin meningkat dengan

bergulirnya era domokrasi, sebagai akibat dari adanya refonnasi disegala bidang. Sehingga

pemerintah harus mengirnbangl dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

sesuai dan seimtrang dengan hak dan kewajibannya.

Oi tinglat global, dengan makin rnajunya ihnu pengetahuan darr teklologi terutahra

teknologi infonnasi membawa pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh yang positif dan

nyata adalah kecepatan arus informasi yang pada gilirannya membawa pengaruh pada

wawasan marymakat mengenahi berbagai hal. Sensor budaya yang kuat diperlukan agar

tidak terjadi perubahan perilaku yang tidak mengrurhrngkan kehidupan masymakat. Secara

positif, globalisasi akan merrperluas pasar bagi produk Kabupaten Pati. Disamping itu juga

dapat meningkatkan kerjasama dengan fihak luar negeri, unhrk meningkatkan kemampuan

dan kepastian Kabupaten Pati dimasa depan.
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BAB III

PRINSIP DASAR, ITTSI, MISI DAN TUJUAN STRATEGIS

A. Prinsip Dasar

Pembangrrnan Iptek di Kabupatcn Pati, kirususnya Litbangrap iptek dilaksanakan

berdasarkan:

1. Keimanan dan ketakrryaan terhadap Tuhan Yang fuIaha Esa serta nilai-nilai luhur budaya

bangsa;

2. Keragaman dan kebinekaan;

3. Budaya eksplorasi dan inovasi berbasis Iptek;

4. Pendekatan dengan memperhatikan perkembangan Iptek lokal, Nasional dan global;

5. HuLam yang marjunjung tinggi keadilail dan kebe$aran, merighonrnti HAM dan

menghargai Hak Kekayaan intekeltual {HKt);

6. Partisipasi aktif semua mitra pembangunan dan masyarakat;

7. Kssetaraan dan keadilan jender;

8. Iptek sfi'ategis dengan memperfimbangkan kepentingan Nasional dan kesejahimaan

masymakat Kabupaten Pati.

B. Yisi

Mengikati kebijakan Iptek Nasicnal dan Propinsi Jawa Tengah serta sebagai bagran

terpadu kebijakan pembangunan di Kabupaten Pafi, maka visi Iptek Kabupaten patl

diharapkan tercapai pada tahun 2A25, dinyatakan sebagai berikut: "Penelitian, pengembangan

dan penerapan Iptek yang manusiawi dan berwalvasan iingkungan sebagai pilar utarna
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dalam pembangunan untuk meningkatkan peradaban, kernandirian dan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Pati"

C. Misi

Melaksanakan Litbangrap Iptek guna mewujudkan Iptek sebagai pilar utama

pembangunan di Kabupaten Pati melaiui:

i. Pengembangan Iptek Daerah y"ang manusiawi untuk peningkatan peradaban, kemandirian

dan kesejahtera*n masyarakat Kabupaten Pati;

2, Pemantapan kelembagaan dan menejemur lptek di Kabupaten Pati dalam kemitraan

semua fihak terkait dengan kegiatan lptek,

3. Peningkatan jurrlah dan mutu peiaksanaan Litbangrap lptek;

4" Sinkronisasi kegiatan penelitian, pengembangan dan p€neftrpan Iptek unhrk mendukung

pengembangan industri berbasis keunggulan sumberdaya lokal.

D. Tujuan Strategis

Pembangunan bidang Iptek khususnya penelitian, pengembangan dan penerapan lptek

di Kabupaten Pati ditujukan pada pencapaian hal-hal sebagai bsikut:

1. Ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan

N{eningkatkan penerapan Iptek dalam pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Pati

berbasis sumber daya lokal.

2. Kondisi sosial budaya dasah berbasis Iptek

Mmgernbangkan peradaban, kesadaran budaya lptek yang rasional, produktif serta

ramah lingkungan dalam rambu jati diri dan akar budaya masyarakat.

3. Menata dan memantapkan kelembagaan lptek daerah dalam kemitraan antara semua

pihak terkait kegiatan Litbangrap lptek.
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4, Kemandirian dan keuaggulan Iptek daerah

Mengembangkan prioritas Litbangrap Iptek untuk keinandirian berbasis pada potensi

unggulan lokal.

t
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BAB TV

KEBIJAKAN STRATEGIS LITBANGRAP IPTEK
(UMUn/r)

A. Landasan dan Kerangka Kerja

Landasan kerja ditetapkan berdasarkan kajian oermat atas perkembangan global Iptek,

khususnya dalam aspek ketersediaan energr jangka panjang dikaitkan dangan keterbatasan

energt bersurnber fosil serta ketahanan pangan dalam keseimbangan populasi dan sumber

daya alam serta pengembangannya. Pengeinbangan teknologi informasi dan bioteknologi

juga dicennati penerapannya dan dirancang agff pemanfaatannya optimal tanpa resiko

gangguan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat.

Kerangka kerja untuk pelaksanaan Jaksfa Litbangrap Iptek Kabupaten Pati disusun

sebagai berikut:

1. Melengkapi produk-produk hul':um, mengikuti pengembangan produk huhtm Nasional

dan kecenderungan global, sebagai laadasan pembangnnan Iptek jangka parUang;

2, Menyempurnakan Iptek daerah dan melaksanakan pembangunan lptek jangka

menengah;

3. Mensinicronisasikan kegiatan Litbangrap lptek;

4. Pengernbangan industri kecil dan menengah berbasis Iptek.

B. Kebijakan Umum Litbangrap Iptek

Berbasis pada kondisi yang ada dalam rangka pelaksanaan Jakstra Litbangrap Iptek,

maka ditetapkan beberapa kebijakan pernbangrnan Iptek Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Pernbangunan Iptek Kabupaten Pati menrpakan bagran terpadu dari kEseluruhan

pernbangunan Iptek Propinsi Jawa Tengah dan Nasional;
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Z. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Pati, pembangunan Iptek adalah merupakan

bagian terpadu dari keselrruhan pembangrxran Kabupaten Pati,

3. Pembangrman lptek dilaksanakan oleh semua fihak, semua unit dan unsur dalam

pemerintahan Kabupaten Pati, unit-unit Litbangrap Iptek, Perguruan Tinggl, Badan

l-isaha dan masyarakat seluruhuya; kesemuanya dalam suatu jaringan kemitraan yang

berdaya grma dan berhasil guna; disatu sisi sebagai pilar utama pembangunan, dan disisi

lain sebagai ukuran tingkat pencapaian tujuan pembangrman;

4. Pembangunan iptek dilaksanakan strara bertahap sesuai dengan tahapan pomb'angunan

daerah, secara umrm sebagai berikut:

a. Tahap I. Tahap Survival QgA6-2A11j, Iptek dijadikan pilar utama peinbangunan,

sesuai dengan tahapan Pembangunan Kabupaten Pati;

b. Tahap ii: Tahap Penguasaan lptek (2012-2017), daya saing Iptek daerah dan

hcrisontal meningkat dalam berbagai aspek pernbangunail;

c. Tahap III. Tahap Peradaban Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat (20rcA028)

berdasarkan Iptek yang manusiawi dan berwawasaa lingkungan.

C.Indikator Kinerja

Indikator kineda kuantitatif untuk peneapaian Visi Iptek Kabupaten Pati 2028 dipiiair

sesuai dengan pentahapan pennbangunan bidang lptek sebagaimana drkemukakan

sebelumnya. Untuk tahap I: Tahap survival {20A6-2A11), adalah sebagai berikut:

1. Indikatormasukan (Input indicator):

a. Rasio SDM Iptek meneapai 20 per 10.000 penduduk;

b. Anggaran titbangrap Iptek mencapat l % dari APBD;

c. Kontribusi rnggarail Litbangrap Iptek dari seklor swasta non pemeriatah 30 % dari

anggann Litbangrap Iptek Pemerintah.
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2. Indikator Proses {Proses indicator):

&. Fondasi Litbangrap iptek dalarn Agroindusti spesifili Kabupaten pati;

b. Jurniah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berbasis iptek sebesar 10 % dara

keseluruhan UI(i\{ yang ada;

3. Indikator keluaran (Output indicator)

a. Junlah publikasi ikniah sebesar 10 % penelitianyang ada

b. Paten sebanyak 0,1 % dari, semua penelitian yang ada"

4. Indikator hasil {Outcome indicator)

a- Indeks Pembangrrnan Manusia Kabupaten Pati, dan indeks Pencapaian Teknologi

sebesar 0,20;

b. Rasio eksport berbasis teknologi terhadap kesehruhan eksport sebesar 0,20.

Indikator kinerja Litbangrap Iptek dalam tahap II dan tahap iII sryogyanya

ditetapkan dalam setlap penyusunan Jakstra Litbangrap Iptek 5 dan 10 tahun yang akan

datang dengan mendasarkan pada keberhasilan Jakstra Litbangrap Iptek tahap L

D. Wahana Pen€apaian

Pelalisanaan Jakstra Litbangrap iptek Kabupaten Pati dilakulian melalui Prioritas

utama Litbangrap Iptek Kabupaten Pati yang ttrdiri dmi tiga bidangiwilE/ah pwrbarigunan

(ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, fisik dan prasarana wilayah) berdasmkan

beberapa pertimbangan sebagai bsikut:

1. N,{emiliki sumber daya alam, manusia dan merupakan potensi y-ang dihmapkan memiliki

daya ungkit dan nilai yang besar dan layak dilakulian;

2. Menyangkut hajat orang banyak, merupakan wilayatr kerja dari sebagian masyarakat

Kabupaten Pah;

3. Dalam rambu nilai-nilai budaya luhir masymalcat Kabupatan pati.
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Dalam bab berikutnya akan ddabarkan Litbangrap Iptek dalam ketiga

bidangiwilayah pembangunan tersebut.
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BAB V

KEBIJAKAN STRATEGIS LITBANGRAP IPTEK
DALAM BIDAI\{G-BIDANG PEMBANGUNAN

A. Ekonomi

1, Pertanian, Peternakan, Perikansn, Perkebun*n dan Kehut*nan

a. Kondisi dan Permasalahan

Sebagian besar rnasyarakat Kabupaten Pati sebanyak 2.085 pekenja,

*fiususnya dipedesaan, menggantungkan hidup dari sektor pertanian, tefinasuk

didalamnya pertanian tanaman pangan, petemakan, perikanan, perkebunan raky-at dan

kehutanan. Pada umumnya mereka berpendidikan rendah yaitu berpendidikal SD

sebaryak 1.204 pekerja dengan akses infonnasi yang terbatas, sehingga penyerapan

teknologi juga rendah. Produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian juga rendah

karana masih berkutat pada produk primo'. Sementara itu luas lahan pertanian 58.739

Ha kian berkurang dan terbatas, sarana dan prasarara produksi kwang, ketidaii

mampuan dalam mengakses pennintaan pasar serta kelernbagaan pertanian juga

masih lemah maryebabkan kondisi pertanian relatrf lambat kemajuannya.

Secara malao ketaharran pangan rakyat Kabupaten Pati cukup baik dengan

ditandai produksi padi 499.488 ton tahun 2804, flamun sfftra mikro banyak

keluarga yang rnasih berada di bawah garis kemiskinan yaitu sebanyak 123.204 jiwa

(KBKS, 20Aq. Oleh sebab itu perlu mempei{ratikan peaingkatan mutu hasil padi dan

efi siensi biava usahatani.

Unhlk sektor peternakan, potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Pati

cukup besar yaitu sapi potong 61.871ekor, sapi perah 188 ekor, kerbau 2.252 ekar,

domba 26.005 ekor, kambing fi6.225 ekor, ayam ns 62304 ekor dan ayam buras
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13rc.$2 ekor (BPS Pati,2004) dan mampu mencukupi kebutuhan dagrng, susu dan

telur seluruh masyarakat bahkan dapat dijual keluar daerah. Hanya potensi peternakan

yang ada masih belum dibudidayakan secara optimal.

Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Pati eukup besar

dengan ditandai produksi ikan 53.002 .752 kg dengan nilai jual Rp 161.251.469.000

(BPS Pati, 2AB4), baik sumber hayati (ikan) maupun non hayati. Beberapa komodite

perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggr antara iain udang, bandeng, tui,

rajungan dan ikan tangkapan iain. Pemanfaatan surnber daya perikanan masih

berpeluang untuk dikembangkan.

Semsntara itu bidang perkebunan juga mempunyai potensi yang dapat

dibanggakmr, ini dapat dilihat pada produksi komoditas perkebunan seperti kelapa

seanyak 21.257 .095 butir, kelapa kopyor sebanyak 298.279 butir, kopi 47S.05S biji

kg, kapuk randu 8. 370.708 kg, cengkeh 145.275 kg dan tebu 31.481.300 ton gula

(BPS Pati, 20A4)

Luas iahan hutan di Kabupaten Pati 18,416 Ha dan hutan rakyat 226 Ha,

kerusakan huran semakin meluas "illegal togging" (penjualan kayu dari penebangan

liar), konflik petani dengan pangelola hutan cenderung semakin meningkat dari waktu

kern'aLtu.

Beberapa pennasalahan dalan pengembangan Litbangrap Iptek dibidang

pertanian adaiah banyaknya hasil-hasil penelitian yang kurang apiikatrd kurangnya

koordinasi antara peneliti dengan pengguna, kurangnya sosialisasi hasil penelitian

dan sedikitnya penelitian dibidang afffarm.

b, Kebijakan Strategis Litbangrap lptek

Untuk rnendukung kebijakan strategis pembangunan bidang pertanian, maka

kebijakan strategis Litbangrap Iptek diarahkan untuk memberdayakan kelompak
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tan#nelayan dan petani/nelayan, meningkatkan agrobisnis dan agroindustri,

meningkatkan penggunzum tekriologi pertanian serta pe,ngembangan model tatawzga

hasil perturian yang memihak petani, sebagai bagian dari pencapaian pembangunan

pertanian tangguh bsrbabsis sumberday'a lokal.

c. Program Litbangrap lptek

Program Litbangrap Iptek bidang pertanian {pertanian pangan, peternakan,

perikanan, perkebunan raicyat dan kehutanan) adaiah:

1. Model pemberdayaan petanilnelayan, dalam bidang-bidang p€ng€tahuan dan

ketrampilan scfta pen$rasaan teknologi pertaaiaa, revitaliasi kelompok

tani,/nelayan, pembiayaan usaha pertanian, pengembangan agrobisnis dan

agroindusn'i;

2. Pengembangan potensi unggulan lokal produk pertanian tanirman pangari,

peternakaa, perikanaq perkebunan dan kehutanan;

3. Penggunaan bibithenih unggul, teknologi produksi dan teknologi hasil pertanian,

peternakarl perikanaq perkebunan dan kehutanan;

4. Pengembangan informasi produksi pertanian yang mudah diakses petani;

5. Pengembangan usahatani terpadu dan tcknologi pertanian orgamc;

6. Pengembangan tata niaga hasil pertanian yang mudah diakses oleh dan msnihak

petani;

7. Penelitian dan pengembangan komoditas agro sebagai bahan baku Industri Kecil

Menengah(IKM).

2. Perindustrian dan Perdagangan

a. Kondisi dan Pcrmasalahan

Terjadi peningkatan y-ang nyata kegiatan perindustrian dan perdagangan di

Kabupaten Pati dalam 2-3 ahrur terakhir ini, terlihat pada data berikut ini yaitu
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jumlah industri besar 19, industi se ang 168, juntlah investor 68, pasar

tradisionaliralqyat 169, pasar modern/mall 3, pasar hewan 4, jurdah lemtraga

keuangan bank 8, jumlah keuangan non bank 481 (BPS Pati 2004), dan toko 10.318

{Indag, 2004). Nilai produksi meningkat, namlrn para pelaku industri dan

perdagangan masih menghadapi berbagai kerdala antara lain prioritas peilggulaail

bahan baku potensi unggulan daerah masih rendah, penggun:uin teknologi k*rang,

serta jmingan informasi dan rantai distribusi produk masih lemah dan kurang efisien.

b. Kebijakan Stratqis Litbangrap Iptek

Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek dalam bidang perindustrian dan

perdagangan diaralil<an untuk peningkatan penggunaan bahan baku produk unggulan

lokal, penguasaan teknologi tepat guna dan pengendalian tataniaga.

r- Program Litbangrap lptek

Untuk memenuhi kebijakan Litbangrap lptek di bidang perindusaian dan

perdagangan, maka progmm-progltlm Litbangrap iptek meliputi:

1. Pemetaan potensi urrggulan bahan bal:u industri di Kabupaten Pati;

2. Pengembaagan ruodel pernberdayaan pelaku industri dan perdagangan dalam

bidang-bidang ketrampilan, pengtlasaan teknologi dan permcdalan;

3. Pengembangan model tataniaga hasil produksi.

Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal

d. Kondisi d*n Permasalahan

Keberadaan Koperasi sebanyak 481 buah dan Usaha Mikro Kecil Menengah

({.JMKil{) sangat strategis dalam mendukung kekuafan perekancmian Kabupaten Pati,

jumlah dan potensi kian meningkat, mencakup asset, jumlah tenaga kerja dan volume

usaha. Pengembangan koperasi juga menunjukkan kenaikan yffig nyate datam

jumiah, asset dan voiume usahanya. Sernentara itu poranaman modal juga
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menunjukkan peningkatan yang berarti. Peningkatan penarulman modal skala kecil

le.bih nyata dari pada peningkatan peflanama$ modal skala industri-industri besar.

Namun masih ada beberapa masaiah, antara lain rendahnya teknologi

produksi, kualitas produk rendah, lemahnya daya saing UKM dan kcperasi,

rendahnya akses informasi, permodalan, serta kurang berfirngsurya kemitraan antara

koperasi dan UMKM dengan pelaka usaha lain. Sernentara ttu, b€rbagai faktor

pendukung iklim infestasi, seperti sarana prasarana dan peraturan hukum dirasa

masih kurang.

Kebijakan Strategis Lifbangrap lptek

Kebijakan stategis Litbangrap lptek diarahkan untuk meningkatkan peran

koperasi, UKM dan usaha kecil mikro dalam penganbangan ekonomi ralryat,

peningkatan kelembagaan, p€trmodalan, peningkatan penguasaan teknologi dan

kemitraan UMKil,{ dengan pekaku usaha lain serta peningkatan kemudahan investasi.

Progmm Litbangrap Iptek

Program yang akan dilakukan dalam melaksanakan kebijakan strategis

tersebut adalah:

1. Model pemberdayaan palaku koperasi dan trKM dalam pengetahuan dan

ketrampilan, kelembagaan, penguasa:m desain, telarologi .lan permodaran;

2. Pengembangan model kemiramr koperasi dan UKM dengan petaku usaha dan

industri besm, serta model tataniaga praduk koperasi daa [IKM;

3. Pengembanganmodel sistem Informasi Terpadu Kopoasi dm LIKM;

4. Penguatan permodalan IKM/UKM;

5. Penelitian dan Pengembangan model smtra IKM/UKM.
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B. Sosial Budaya dan Pemerintahan

1. Hukum, IIAM dan Kamtibmas

a. Kondisi dan Permasalahan

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai ketetrtuan UIID 1945 Pasal

I ayat (3). Prioritas pembangunan adalah untuk rnewujudkan supremasi hukum

berdasarkan niiai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghonnatan terhadap kak-hak

asasi manusia secara universal. Namun berbagai kendaia diternukan dalam penegakan

hukum, khususnya di Kabupaten Pati, antara lain masih rendahnya upaya penegakan

hukum {law enfarcement) dan penghargaan terhadap HAM, belum lengkapnya

produk hukum (nasional dan daerah) dalam merespon pelaksanaan otonomi daerah,

masih rendahnya kesadaran, kepatuhan hnkrnn dan pengunbangan budaya hukum,

serta masih rendahnya sarana dan prasarana hukum. Bidang Kamtibmas, jumlah

kasus pelanggaran hukum berdasarkan Perda tahun 2004 sebanyak 198 kasus dan

jumlah kejadian konflik di masyarakat sebanyak 34 kasus pada tahun 2AA4.

Sementara itu peranan PNS dalam perlindungan masyarakat {Linmas) dan

keamanan serta ketertiban masymakat belum rnantap, terutama dalam hal

menghadapi ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serfa dinamika po"kCInbangan

masyarakat yang begitu cepat. Berbagai permasalahan masih menjadi beban, antara

lain adanya kecendfrungan menurunnya semangat nasionalisme, dan rnasih lernahnya

pemahaman tentang Pancasilq dalam em penuh tantangan ini adanya konflik sosial

dan disintegrasi Nasional.

b. Kebijakan Stratqis Litbangrap lptek

Untrik menghadapi tanfangan tersebut, maka Kebijakan Strategis Litbangrap

Iptek diarahkan pada peningkatan penegakan hukurn, peningkatan kesadaran dan

budaya hukutt, sefra pembffiahan proses psnyusunan produk hukrn daerah. Sedang
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)

untuk Kamtibmas diamhkan pada optimalisasi rasa aman masyarakat, peningkatan

rasa nasionalisme dan partisipasi masyarakat dalam Kamtibmas.

c. Program Litbangrap Iptek

Untuk pencapaian tujuan tersebut diatas, maka program Litbangrap lptek

adalah:

1. Kajian faktor determinan penegakan hukum, penerapan hukum dan Kamtibmas;

2. Pengeurbanganmodel budayahukrirn;

3. Pengembangan rnodel Kamtibmas berbasis masyarakat sesuai perundangan yang

berlahr;

4. Kajian elaluasi peraffrn PNS dalam perlindungan masyarakat (Linmas) dan

Kamtibmas;

Politik

a. Kondisi dan Permasalahan

Pelaksanaan pembangunan bidang politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

terakhir bslum mencapai hasil yang optimal. Hal ini antara lain disebabkan belum

mantapnya komunikasi interprsonal dari s€genap komponen masymakat,

pemahaman yang seimbatrg antara hak dan kewajiban masyarakat sebagai lryarga

negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masih adanya konflik internal

Parpol, dan bertambahnya jumlah Parpol yaitu sebanyak 22 peserla Pernilu tahun

2AA4. Kondisi ini maliin mendesak untuk memperoleh perhatian, utamanya dalam

menghadapi Pilkada secara iangsrmg tahrur 2006 di Kabupaten Pati sesuai dengan

Undang-undang Nomor 32 Tahtur 2004.

Hal lain yang menghambat pembangunan bidang politik adatah adanya

kecenderungan menunrmya partisipasi politik peremprafi dan peningkatan tuntutan
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3.

masyarakat terhadap peran lembaga Legislatif sebagai wahana representasi politik

masyaraliat.

b. Kebijakan Stratqis Litbangrap lptek

Dalam rangka menaggulangi permasalahan tersebut diatas, maka Kebijakan

Snategis Litbangrap Iptek diarahkan pada upaya penmgkatan kesadaran politik

dan efektivitas politik untuk me*ujudkan kehidupan politik yang

dernokratis di Kabupaten Pati.

s Prcgram Litbangmp Iptek

Untuk implementasi kegiatan tersebut, maka program Litbailgrap Iptek

addah.

1. Kajian budaya politik lokal;

2. Pengembanganmodel pendidikan elit Parpol;

3. Pengembangan model pendidikan politik untuk rakyat;

4. Kajian efektivitas dan faktor dstemlinan keberhasilan pranata politik daerah;

5. Kajian kesiapan Pemerintah Kabupaten dalam manyelenggaralian PILKADA

langsung.

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a. Kondisi dan Permasalahan

Penduduk Kabupaten Pati sejurnlah 1.218,267 orang. Tingkat pendidikan

penduduk sebagian besar adalah SD/sderajat yaitu i14.105 orang, SMP/sederajat

62.782 orang, SMAlsederajat 71.197 orang (BPS Pati, 2004) meskipun mengalami

kemajuan tetapi kondisinya masih memprihatinkan. Struktur penduduk mengalami

perubahan dan mongarah pada stuktur penduduk tua (> 55 th sebanyak 150.517

orang). Keikutsertaan KB cukup menggernbirakaq tetapi manajemen dan infonnasi

kependudukan belum eukup martap. Sernentara itu jwnlah tenaga kcrja (SMA
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keatas) sebanyak 8.519 orang, junlah penduduk yang beke{a 615.A7A orang jumlah

penduduk yang mencari kerja i9.007 orang" jumlah peirduduk yang menganggur

52.587 orang dan jumlah angkatan ker1a667.657 orang (Disnakertrans, 2004).

b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek

Untuk menanggulangi masalah-masalah kependudukan dan ketenagakedaan

tersebut, maka Kebijakan Strategis Litbangrap iptek dibidang kependudukan

diarahkan pada penyiapan keluarga sejahtera sejak usia renraj4 pemberdayaan

keiuarga miskin, penylsunan pengelolaan dan informasi kependudukan. Sedang

Litbangrap Iptek untuk bidang ketenagakerjaan diarahkan peningkatan mutu tenaga

kerja dan perlindungan tenaga kerja khususnya yang bekerja diluar negeri.

c. Program Litb*ngrap lptek

Untuk mengimplernentasikan kebijakan tersebut diatas, maka program

Litbangrap Iptek adalah:

1 Pengembangan model pendidikan kesehatan reproduksi remaja;

2. Pengernbangan model pengelclaan dan informasi kependudulian;

3. Pengembangan rnodel pemberdayaan keluarga miskin;

4. Pemetaan tenaga kerja dalam berbagai sektor industri dan perdagangan;

5. Pengonbangan model manajemen terpadu tenaga kerja khususnya ke luar negeri

(mencak:up perencanarn, pelatihan, pengiriman dan perlindungan).

4. Pendidiknn, Kebudayaan, Generasi Muda dan Olahraga

a. Kondisi dan Permasalahan

,{ngka pafiisipasi pendidikan, SD/sederajad 132.850 orang, SMP sederajad

58.956 orang, SMA sederajad 21.157 orang, khusunya pada tingkat SMP/sederajad

ke atas masih relatif rendah. Minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan

keframpiian iuar sekolah juga masih rendah. Psmerataan pendidikan juga tidak
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seimbang. Seiring dengan otonomi pendidikan, muncul keeenderungan tinggnya

biaya pendidikan pada level pendidikan dasar, menmgah dan pendidikan tinggi.

Disadmi pula bahwa kecenderungan pada penguasaan pengetahuan secara

kognitif dalam penyelenggaraan pendidikan krta mengakibatkan aspek pembenfitkan

kepribadian dan budi pekerti luhur menjadi kurang diperhatikan. Penyelenggaftan

pendidikan non formal belum optimal, kualitas pelaksanaan dan hasil pendidikanjuga

masih rendah.

Demikian juga, relevansi pemdidikan dengan pasm masih rendah. Disisi lain,

ada pula perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta dan antara pendidikan

sekolah dengan madrasah.

Bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Pati dikenal luas

sebagai bangs yang menjunjung tinggi nilai moral. Dalarn menghadapi "gempuran"

budaya lum, berbagai masalah m-uncul, antma lain berkurangnya apresiasi bahasa,

sastra dan kesenian daerah, rendahnya pemanfaatan perpustakaan dan sumberdaya

informasi kebudayaan serta rendahnya upaya pemanfaatan dan pelestarian aset

budaya.

Secma relati{ telah terjadi peningkatan kesiapan generasi muda sebagai

generasi penerus perjuangan bangsa, terkait dengan peningkatan derajad pendidikan

dan puringkatan aset infoffiasi. Namun masih dirasakan adanya berbagai kendala,

antara lain semakin moningkatnya kenakalan dan pelaku kriminal dikalangan

pemuda, belum berkembangnya kegiatan sosial pemuda yang positif serta belum

mantapnya lembaga pembinaan pemuda.

Berbagai prestasi olah raga dicapai putra-putri Kabupaten Pati, narnrn prestasi

tersebut masilr kurang memadai. Sementara itu upaya memasyarakatkan olahraga

berkembang, namuil belum mencapai taraf optimal. Berbagai masalah mendasar
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dapat diindentiflkasikan ialah lemahnya kapasitas lembaga serta upaya pembinaan

dan pembibitan olahragawan, masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga serNa

belum membudayanya kebutuhan olah raga sebagai bagran pola hidup masyarakat.

Kebijahn Sfratqis Litbangr*p Iptek

{-inhrk memperbaiki kondisi pendidikan di Kabupaten Pati, maka Kebijakan

Strategis Litbangrap Iptek diarahkan untuk meninglratkan mutu pendidikan, relevansi

pendidikan dengan kebutuhan pasar, manajemen pendidikan dan partisipasi

maqyarakat dalam pendidikan.

Sementara itu untuk membantu generasi muda mempersiapkan diri, Kebijakan

Strategis Litbangrap Iptek diarahkan untuk pembinaan pemuda kearah produktivitas,

dalam kelembagaan yang mantap dengan partisipasi masyarakat secara luas.

Sebagai bagian dari porgembangan kebudayaan, Kebijakan Strategis

Litbangrap Iptek diarahkan pada peningkatan apresiasi bahasa, sastra dan kesenian

daerah, pemanfaatan sumberdaya kebudayaan serta pelestarian asset budaya.

Sedangtr<an Kebijakan Strategis Litbangrap iptek paringkatan budaya

olairaga diarahkan uniuk pengernbangan pembibitan dan pernbinaan oiahragawan

serta pemasyarakatan olalraga dikalangan maryarakat.

c. Program Litbangrap Iptek

Prcgram Litbangrap Iptek yang dismankan tintuk rnenjaiankan kebijalian-

kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan madel pendidikan budipekerti di sekolah;

2. Pengembangan model pendidikan bagi masymakat miskin;

3. Pengembangan model partisipasi masyarakat dalam puryeimggaraan pendidikan;

4. Penganbangan model purdidikan iuar sekolah, bahas4 apresiasi sastra darr

kesenian daerah;
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5. Pemstaan cagar budaya;

6. Pengembangan model pembinaan pemuda produktif dalam wadah kelembagaan

dengan patisipasi masyarakat;

7. Kajian evaluasi pola pembibitan dan pembinaan olahragawan dalam konteks

sarana dan prasaran a ymg tersedia, dikaitkan dengan partisipasi masyarakat.

5. Kesehatan

Kondisi dan Permasalahan

Derajad kesehatan di Kabupaten Pati menunjukan adanya peningkatan yang

eukup berarti dilihat dari berbagai indikator. Namun beberapa penyakit infeksi masilr

mengancam masyarakat, antara lain demaur berdarah, malaria, tubereulosis, kusta.

Penanggulangan penyakit menular dan kejadian luar biasa dirasakan belum optimal.

Jurnlah dan kondisi smana pelayanan kesehatan, Rumah Sakit 7, Rumah

Bersalin 13 , Poliklinik 37, Puskesmas 29, Apotik/Toko Obat 45, Polindes 198

sementara itu tenaga kesehatan, Dokter 73, Bidan 293, PerawatlParamedis 436

melihat data tersebut sebenarnya sudah cukup memadai. Upaya pendirian Potiklinik

Kesehatan Desa (PKD) bersinergi dengan pendirian V/arung Obat Desa (WOD)

mempeluas cakupan pelayanan kesehatan. Ketersediaan obat ralatif baik, namun

penegakan peraturan perundang-undru.garl dibidang farmasi masih sangat lemah,

termasuk behrm dikembangkannya stmdarisasi obat asli Indonesia. Sementara

kesehatan lingkongan sehat masih belum mernuaskan.

Kebijakan Litbangraplptek

Kebijakan Litbangrap Iptek bidang kesehatau diaratrkan pada peningkatan

derajat kesehatan melalui p*ningkatan kualitas lingkrmgan, penanganail penyakit

menular dan KLB, juga peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di PKDWOD

Puskesmas maupun rumah sakit, sertapmgembangan perilaku hidup sehat
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c. Program Lithangraplptek

Program Litbangrap Iptek bidang kesehatan yang disarankan untuk

melaksanakan kebij akan-kebij akan tersebut adalah:

1. Pemetakan wilayah rawan pefiyakit menulr dan Kejadian Luar Biasa (KLB);

2. Pengembangan model peaanggulangan pmyakit menular dan KLB berbasis

masyarakat dangan dukungan semua pihak terkait;

3. Pelgembangan dan pernerataan pelayanan kesehatan berbasis PKD-WOD dengan

rujukan yang handal;

4. Pengembangan model peningkatan perilaku hidup sehat diberbagai kelompok

masyarakat.

6. Kesejahteraan sosialo Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja

a, Kondisi dan Permssalahan

Majunya pembangunan di Kabupaten Pati secara tidak langsung berdampak

pada perubahan tunfutan masyarakat dan fenomena ini melahirkan berbagai masalah

sosial. Hal ini terlihat dari makin meningkatrya jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS ).

Ketirnpangan jender di Kabupaten Pati saat ini masih cukup tinggr,

sebagaimana terlihat dari ketimpangan angka melek huruf dan Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) antara perempwm dan laki-laki karena rendatmya akses

perempuan dan kemampuan mereka. Ketimpangan makin besar dengan banyaknya

kasus kekerasan kqada ptrempu:m dalam rumah tffigga dan juga drpasar tengga

kerja.

Akibat kemiskinan, orffig tua memperkerjakan anak-anak merek4 dalam

situasi tanpa perlindungan sama sekali. Mereka meirjadi korban eksplcitasi ekonomi,

sasaran kekerasan, korban narkoba dan seksualitas. Beberapa panti asuhan sebanyak
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29 buah dan Panti cacat sebanyak I buah, serta Penampungan WTS sebanyak I buah

tetah tersedi4 beberapa progftrr dilaksanakan, namun kecenderungan pekerja anak,

anak terlantar dan eksploitasi anak cendaung meningkat.

Kebijakan Sfrategis Litbangrap Iptek

Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka kebijakan Litbaograp Iptek

dalam bidang ini diarahkan untuk pengenbangan kebijakan kamprehensif

penanganan PMKS, pemberdayaan perempuan mencakup perlindungan, peningkatan

akses informasi dan pengutamaan jender dalam keseluruhan pembangunan,

penguatan kelerrbagaan dalam menangani masalah anak dan remaj4 perlindungan

pekerja anat Oan renaja, serta peirgembangan prtisipasi masyarakat, swast4 dalam

penaggulangan masalah sosial, perempuim serta anak dan remaja.

Program titbangrap Iptek

Program Litbangrap Iptek pada bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan

perempuan, anak dan remaja adalah:

1. Pemetaan PMKS termasuk anak dam remaja;

2. Pengembangan pola prtistpasi masyrakat dan dunia usaha dalam penanganan

masalah-masalah sosial, pernbodayaan perempuan dan pengayoman anak dan

remaja;

Pengembangan manajemen pengelolaan panti berbasis kernarnpuan lokal dan

berbasis maqyarakat sefffnpat;

Pengembangan model perlindungan hukum tenaga kerja perempual anak dan

rernaja.

a
J.

4.
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7. Agama

il. Kondisi dan Permasalahan

Agarna memiliki nilai penting dalam melandasi watak dan kepribadian bangsa

Indonesia sebagai masyarakat religius. Tingkat keberagaman formal cukup baik

dinilai dari keguyuban dalanr beribadah. Namun disadari bahwa penghayatan dan

pengamalan agama belun menyentuh pada esensi keimanan dan ketaqwaap terhadap

Tuhan Yang Matra Esa dan belum menjadi kerangka landasan bagi prasktek

kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan maryarakat.

Secara kuantitatif di Kabupaten Pati rnemiiiki cukup safima dan prasarana

ibadah dan pendidikan keagamaafl ssrta kelembagaan masyarakat trntuk berbagai

ragnm agarna, seperti masjid sebanyak 869, Musholallanggm 3.595, gereja 119,

Yihara 27 dan trure 1. Namun fungsi dan pcanan kelembagaan tersebut, terrrasuk

lembaga-lembaga pendidikan belum optimal.

Kemajemukan agarna, dengan Islam senbagai mayoritas, adalah di sahr sisi,

namun bisa berpotensi besar bagi te{adinya konflik dan retaknya persatuan dan

kesatuan bangs4 bahkan dapat menganggu integritas bangsa.

b. Kebijakan Strategis Litbangrap Ipteh

Untuk menghadapi berbagai masalah dibidang agama tersebut, Litbangrap

Iptek diarahkan pada semakin mantapnya fungsi dan peran agarrra serta lernbaga

agarna ternmsuk lembaga pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

dalam keadaan harmonis.

e, Program Litbangrap lptek

Program Litbangrap Iptek bidang agama meliputi:

1. Penyusunan model partisipasi lembaga dalam pemberdayaan

masyarakat;
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2. Kajian optimalisasi peran dan frmgsi lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial;

3. Evaluasi terhadap purdidikan aganndisekotah.

Aparatur Pemerintah

a, Kondisi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki bidang aptrafur pernerintah Kabupaten Pati pada saat ini

adalah PNS (temasuk GTT/PTT) sebanyak 15.075 orailg dengan proporsi pendidikan

SD/sederajad 465 orang, SMP/sederajad 685 orang, SMA/sederajadT.Tlg orang D3

932 orang, SL 2.314 ofing, S2lS3 155 orang dan profesionalisme yang rnasih agak

timpang, cenderung rendair dan tidak profesional.

Sementara itu tuatutan masyarakat akan profesionalisme kinerja lernbaga dan

aparatur pemerintah daerah sernakin besar, dalam kerangka keinginan mewajudkan

transparansi dan akuatabilitas birokrasi pemerintahan serta pernbanguun yang

panisipatif.

Masih banyak masalah yang dihadapi dalam realisasi peningkatan kinerja

tsssbut, urtma lain masih adanya tumpang tindih fugas pokok dan fimgsi perangkat

daerah, masih belum efelaiftya pelaksanaan manajemen pemerintahan dan

pembangunan. Disamping itu lemahnya pelaksanaan pengawasan untuk mernrujudkan

apmatur pemerintah yang bersrll ber-wibawa dan bebas dari KKN, serta masih

terbatasnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah untuk mendukung optimalisasi

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta pembanguftm.

b. Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek

Kebijakan Litbangrap Iptek dalarn bidang pembangunan aparaflr pemerintah

daerah diarahkan untuk peaingkatan kualitas dan profesionalisme apamtur

pemerintah daerah serta peningkatan manajemen pemerintahan dan perrbangunan

untnk mendukung tw*ujudnya Go ad governance.
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Program Litbangraplptek

Program Litbangrap Iptek bidang pembangunan aparafur pemerintah

adalah:

1. Penelitian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja profesiond aparatur

pemerintah Kabupaten Pati,

2. Pengembangan model peningkatan mutu profesionalisme aparatur pemerintah

Kabupaten Pati;

3. Evaluasi kinerja pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah Kabupaten Pati;

4. Pengembangan model kompetensi, Assesment Center dan pelayanan informasi

melalui internst.

9. Pemberdayaan Masyarakat

a, Kondisi dan Permasalahan

Meskipun implemetasi otonomi daerah telah be,rlangsung lima tahun, namun

patisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam peiabangunan relatif masih

rendah. Berbagai upaya telah dilahrkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat,

uttwa lain pernbentukan Lembaga Ketahanan Maryarakat Desa (LKMD}, Badan

Penrakilan Desa (BPD) sesuai Undang-rxrdang No 22 tahun 1999, Pernbinaan

pondok pesanfen, pembinaan TP.PKK, Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED,

SP), Lumbung Pangan Mary-arakat (LPM), t-lsaha Ekonomi Produktif Masvmakat

melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat.

Upaya tersebut masih menglradapi berbagai masalah, antara lain masih

rendahnya akses, kurangnya pe,ngetahuan dan ketrampilan masyarakat, befuun

optimalnya pernbagiaa wewenang dan sumberdaya dari pemerintah dan sektor swasta

kepada masymakat, masih lemahny-a jaringan informasi dan komiinikasi maryarakat,

serta kurang mantapnya perencanaan progr:m pembadayaan masyarakat.
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b. Kebijakan Sfrategis Litbangrap lptek

Litbangrap Iptek dibidang pernberdayaan maryarakat diarahkan pada

akselerasi pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi kapasitas lembaga

masyarakat dan fungsi lernbaga ekonomi masyarakat, peningkatan akses informasi

dan komrmikasi lembaga komunikasi masyarakat, serta p€,ntantapa$ perencanaan

pro gram pemberdayaan masyarakat.

c. Program Litbangrap lptek

Program Litbangrap Iptek dibidang pemberdayaan maryarakat meliputi:

1. Pengembangan model parfisipasi masyarakat dan lembaga masymakat dalam

pengembalian ke,putusan publik,

2. Pengenrbangan model pendidikan untuk pemberdayaan maqyarakat;

3. Pengembangan model kerniraan kelompok ekonomi kuat dengan kelompok

okonomi lemah;

4. Evaluasi kinerja Lembaga-lembaga Ekonomi Masyarakat.

l0.Pelaksanaan Otonomi Daerah

a. Kondisi dan Psmasalahan

Kebijakan peiaksanaan otonomi daerah yang dijalankan sejak tahun 2001,

telah mernbawa perubahan sangat signifikan dalam penyelenggaraan pcmerintahan

dan pernbangunan didaerah. Namun belum efektif karena berbagai masalah, antara

lain munculnya egoisme sektoral, belum efelrtiftya ke{asama antar daerah, masih

tumpang tindihnya beberapa kewenangan antara pernerintah pusat dan daerah sera

masih banyaknya aaggaran sektoral yaag ditahan di pusa! adanya duplikasi tupoksi

antar institusi yang ada.
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b. Kebijakan Sfrategis Litbangrap Iptek

Untuk mengatasi pennasalahan tersebut, maka kebijakan Strategis

Litbangrap Iptek dalam pelaksanaan otonomi daerah diaralrkan untuk pencapaian

kemandirian daerah secara berkesinambungan.

e. Program Litbangraplptek

Program Litbangrap iptek dalam pelaksanaan otonomi daerah adatah

1.

2.

Evaluasi kinerja pelaksanaan otonomi dasah;

Evaiuasi kerjasama antar daerah.

Pengetahuan dan Teknologi1l.Ilmu

a. Kondisi dan Permasalahan

Sejak diterbitkannya UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan dan Pmaapan Itmu Pmgaahuan dan Teknologi serta

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan

Intelekfual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan

Tingsl dan Lembaga Litbang, upaya penyelarasan, percepatan pencapaian,

penguilstnn, pemanfaatan dan pernajuan Iptek dimulai, namun masih belum cukup

memadai. Peran lernbaga Litbangrap Iptek belum optimal, sernentara jaringar dan

kerjasama antar lembaga belum efektif. Berbagai lembaga canderung memusatkan

kajian untuk kepentingan interaal masing-masing. Peran sektor swasta dalam

Litbangrap lptek belum dieafi. Mutu hasil penelitian belum fing$, belum layak

mendapatkan HKI, serta belum dapat dipakai untuk penentuan kebdakan oleh

pemerintah daerah, dunia usaha dan stakeholders lain, Regulasi dan legislasi untuk

menumbuhkan iklim yang kondusif terhadap penguasaim, pemanfaatan dan

pemajuan Iptek juga behun cukup menjanjikan.
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Kemajuan Iptek akan membawa dampak dalam budaya bangs4 oleh karena

itu penerapan teknologi senantiasa harus diikuti dengan pengembangan budaya

daerah 3'ang khas.

b. Kebijakan Strategis Litbangrap Bidang lptek

Kebijakan strategis Litbangrap dalam bidang lptek di Kabupaten pati

diarahkan pada peningkatan peran dan muhr Lembaga Litbangrap lptek,

pengembangan jaringan ke{asama antar peneliti dan antar Lembaga Litbangrap

Iptek, Pelibatan Dewan Riset Daerah (DRD), pelibatan seletor ililasta serta

peningkatan regulasi dan legislasi untuk menunbuhkan iklim yang kondusif

Litbangrap Iptek.

c, Program Litbangr:ap Bidang Iptek

Unnrk mewujudkan program Litbangrap Bidang Iptek adaiah:

1. Penelitian tentang kinerja Lembaga Litbangrap lptek;

2. Pengembangan model jaringan antar peneliti, antar Lanbaga Litbangrap Iptek

dan Dewan Riset Daerah (DRD);

3. Pengembangan model pelatihan metodologi penelitian untuk peneliti dan

manajemen penelitian untuk Lembaga Litbangrap Iptek;

4. Pengembangan model peningkatan peran serta sektar swasta dalam Litbangrap

Iptek;

5. Pelatihan penulisan artikel ilfiiah hasil peneiitian.
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C. Fisik

1. Sumber Daya Air dan lrigasi

Kondisi dan Permasalahan

Pada umurnnya kondisi Daerah Aliran Sungai {DAS} semakin buruk

dikarenakan pmebangan hutan yang tidak terkendali, perubahan lahan hutan menjadi

persawahan, pemukiman dan alih fimgsi lahan di "upper water shed' dafl "land ase"

hilir. Hal ini diperburuk dengan lemahnya pengawasan dm pengenaan sangsi bagi

pelanggar sunpadan sungai. Kondisi ini mengakibatkam daeratr resapan berkurang

sehingga saat musim hujan di beberapa wilayah terjadi banjir dan di musim kemmau

terjadi kekeringan yang semakin meluas.

Hal iain yang memprihatinkar iaiah menurunnya kondisi, kapasitas dan

kualitas aliran sungai, kare*ra kapasitas sungai dalam menilmpung aliran hujan

berkurang dengan bertambalmya sedimen, sedang paneliharaaa daerah milik sungai

sering kali terdesak oleh pemukiman utamanya dibantaran sungai. Disamping itu,

dengan adanya ryosi dari huiu menimbulkan saqpended load yang mongakibatkan

kualitas air bskurang dan terjadi sedimentasi. Demikiffi juga berkembangnya industri

menimbulkan limbah yang memperburuk kualitas air.

Semenkra ifu fimgsi sarafla dan pfiNarana irigasi menurun, karena

pemeliharaan yang kurang baik. Adanya banjir dan kerusakar yang diakibatkanny4

serta pencurian air pada saluran sekendair atau tersier memperparah keadaan sumber

daya air dan irigasi. Pada sisi yaag lain potensi mata air belum terindeatifikasi dan

optimal pemanfaatarmya dalam memenuhi kebutuhan air minum, irigasi dan industri.

Pengaturan punanfaatan sumber air di kawasan DAS juga masih beium sesuai

dengan perufltukannya.
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Potensi sumber air bawah tanah belum teridentifikasi secara akurat sehingga

pengendalian ijin usaha pananfaatannya belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengawasan terhadap pengambilan air bawah tanah juga masih lematr dan belum

efeklif.

Kebijakan Strategis Litbangrap lptek

Kebijakan Litbangrap Iptek dibidang Sumber Daya Air dau pengairan

diarahhan unhrlc perbaikan daerah serapan seffira terpadu pada DAS, peningkatan

kapasitas sungai dan kualitas air, pengendalian banjir, penyediaan air baku seria

peningkatan sumber daya manusia petani dalam pengelolaan irigasi.

Progmm Litbangraplptck

Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, malia program Litbangrap Iptek

yang diperlukan adalah:

1. Pengernbangan modcl psnanganan DAS secara terpadu;

2. Pengembangan model pola tanam yang efisien datam penggunaan air;

3. Pengembangan model puringkatan kapasitas sungai dan kualitas air;

4. Pemuiakhiran pedoman operasional dan pemeiihmaan infrastruktur waduk,

bendung dan jaringan irigasi.

2, Sumber Saya Alatil dan Lingkungan

a. Kondisi dan Permasalahan

Wilayah Kabupaten Pati seluas 150.368 Ha dalam keanekaragauran sumber

daya alam yang tingg. sementaxa lahm iaitis yarg ada me,ncapai 4fr.742,36 Ha

Potensi tersebut belum sepe,lruhnya dimanfaatkan $ecara optiflral.

Yolume sampah seinakin meiriagkat, temasuk yang menimbulkan beban

cemaran BOD dan COD. Pencemaran udara dari berbagai sumber bagerak dan tidak

bergerak juga ceirrierung meningkat, terutama didaerah perkotaanlindusfri, bencana
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alam semakin sering dan meluas kmena kerusakan ekosistem akibat ulah manusia.

Sengketa lingkungan sqnakin meluas.

Beberapa kelebihan dmi pro$an dilaksanakan, namlm belum cukup optimal

memelihara $rmber daya ala:n dan menjaga lingkungan sehat. Berbagai masalah

masih dihadapi, intara lain kuraug memadahinya data dan informasi sumber daya

alam dan lingkungan hidup, belum dilaksanakan perencanairn terpadg dalam

pengelolaan lingkungan hidup, perangtcat hukum dan kapasitas lembaga pengelolaan

lingkungan masih kurang memadai, serta komitmen dan dukungan pembiayaan gnruk

pemulihan lingkungan masih kurang merradahi.

Kebijakan Strafegis Litbangrap Iptek

Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek diarahkan untuk mengatasi kerusakan

ekosistem, mengantisipasi bencana alam, memperbaiki kontrol kualitas udara, serta

mencari bentuk optimal pengelolaan lingkungan, regulasi, SDM dan kelembagaan.

Program Litbangmp lptek

untuk merealisasi kebijakan tersebut, progam Litbangrap Iptek, sebagai

berikut:

1. Pemetaan potensi, pengernbangan, pemanfaatan dan teknologi sumber daya alam;

2. Pemefaan ksrusakan ekssist€m wilayah, faktor detenninan dan alternatif

penaggulangarurya;

3. Pemetaan lokasi potensi pencemaran udma, faktor determinan dan aiternatif

penanggulangannya;

4. Pengembangan model pengelolaan lingkuilgan berbasis masyarakat yang

melibatkan somua s takE lra I ders.
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3. Sumher Daya Kelautan

a. Kondisi dan Permasalahan

Kabupaten Pati memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang 60 lirn

Mulai dari Kecamatan Dukuhseti dru.lung utara sampai Kecamatan Batangan dru:ung

tim-ur yang memiliki potensi sumbs daya kelautan bernilai ekonomis. Potensi tersebut

ber-gariasi baik biota berpotensi ekonomi, tnaupun non biofa dengan potensi ekoncmi

pula.

Fenomena alam bahmi, seperti terjadinya abrasi maupun akresi pada lokasi-

lokasi terteritu. Akresi atwt sedimenrcsr menghalangl atur peiaryaran kapat. Pencemaran

lingkungan wilayah muara stmgai, pesisir dan laut diabaikan aktivitas industri, dan

aktivitas manusia lairmya yfrrg tidak ramah lingkungan. penc.snaran ini

mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang, padang lumut dan mangrave

serta estuaria.

Pengelolaan wilay'ah pesisir secara terpadu, yang mencakup penurdang-

undangan, ketersediaan data base surnber daya kelaufan, penguasaan Iptek kelautan

belum dilaksanakan. Kerjasama antar daerah jugabelum dilaksanakan dengan baik.

b. Kebijakan Strategis titbangrap lpfek

Kebijakan Strategis Litbangrap Iptek untuk membantu optimalisasi sumber

daya kelautan diarahkan untuk melakukan per€ncanatrl dan implernentasi

pembangunan wilayah pesisir dan laut secara terpadu dengan melibatkan berbagai

sektor dan antar wilayah adminsitrasi, menyusuR rnetoda untuk mencegah dan

merehabilitasi kerusakan ekosistem dikawasan pesisir dan laut, terrnasuk dampak

pembangrman fisik yang berpctensi merusak lingkungan.
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c. Program Litbangrap tptek

untuk merealisasi kebijakan tssebut, Program Litbangrap Iptek yang

diperiukan adalah:

1. Pernetaan wilayah dengan potensi dar kausakan kawasan pesisir dan laut, serta

lupaya meaemukan metodc yang paling efsktif untuk perbaikannya;

2. Pengernbangan model pengelolaan kawasan pesisir untuk mengantisipasi

perc€flutran oleh indusfri dan sarana transportasi perairan;

3. Pengerrbangan model perikanan dan industri serta rneningkatkan kualitas SDM

dan kelembagaan uaf{k meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;
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BABvI

PRIORITAS UTAMA LITBANGRAP IPTEK

Dalam bab sebelumnya telah dikaji berbagai aspek pembangunan, Kebijakan Strategis

Litbangrap Iptek dan Program Litbangrap Iptek yang diperlukan selama 5 tahun 20A6-2011.

Kesonuanya adalah prioritas pembangunan berdasarkan kajian yffig ad4 kesemuanya layak

dilaksanakan. Narnun karena keterbatasan ketersediaan SDM dan anggarail untuk pelaksanaan

Program Litbangrap Ipte( keterbatasan pakar Iptek dalam berbagai bidang pembangunarl serta

pentahapan peinbangunan selama 5 tahtm kedepan sebagaimana telah dikemukakan diatas, malia

diperlukan PzuORITAS UTAMA Litbangrap Iptek ( PRIMA Litbangrap Iptek) di Kabupaten

Pati.

Mempertimbangkan kebutuhar PRIMA Litbangrap Iptek dibardingkan dengan

kebutuhan Lilbangrap Iptek datam bidang dm aset lain ymg masih diperlukan, apalagi bila

dikaitkan dengan kebutuhan sesaat dan kejadian iuar biasa, maka ditetapkan sumbo daya

Litbangrap iptek sebagai berikut:

r 60-70 o/o sumber daya mtuk Litbargrap lptek;

o 30-4A 7o sumber daya untuk Litbangpp Iptek lain.

Dari kajian sffnentara, maka ditetapkar 2 (dua) bidang yang menjadi Prioritas Utama

Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati2006-2011 yaitu seba€ai berikut:

1. Bidang Pertanian (dalam arti luas);

2. Bidang Usaha Kecil Msnengahllndustri Kecil Menengah (LiKldlIKM).

Prioritas Utama Litbanerap Iptek didasarkan pada berbagai alasan, sebagaimana sering

kali dikernukakan oleh Bupati Pati pada babagai kesempatan, dan telah diimplementasikan

dalam berbagai bentuk pembangunan. Alasan yang kuat tersebut antara lain:
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1. Sebagian besar rakyat Kabupaten Pati bekerja dan menopan$fir hidupnya dengan

bidang tersebut;

2. Bidang tersebut memiliki daya ungfuit puringkatan pendapatan masyarakat secara

langsung;

3. Telah dikuasai berbagai prosedur, te*nik, metoda dan manajemen untuk paringkatan

usaha dibidang pembangunan tersebut.

A. Pertanian

Pertanian diartikan sebagai semua je*ris upaya memarifaatkan sumber daya alam s€cara

biologis, melalui kegiatan-kegiatan patanian pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan

perikanan.

Mencermati kajian tentang perrbangunan dibidang pertanian dan kebijakan serta

progran Litbangrap Iptek yang dipalukan, ditaapkan 3 (tiga) kelompk Litbangrap Iptek

bidang pertanian yang menjadi prioritas utama adalah:

1. Model Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Berbagai hentuk:

a. Model pendidikan vokasional petani, untuk peningkatan kemarnpuan teknis pertanian

bagi petani dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil patanian;

b. Model pengerrbangan kelompoktani (kmrah pembenirkan koperasi tani) untuk

peningkatan kekuatan tawar petani terhadap berbagai kelompok terkait lain: pedagang,

konsumen,dll;

e. Model pengembangan bantuan penrbiayaan bagi paani melalui kredit dan babagai

upayapermodalanlainditingkatmasyarakattxi

2. Penelitian Dasar, Penelifian Terap*n, Pengembangan dnn Penerapan
Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian

a. Peningkatan produksi dan mufu produk petaniau;

-.|
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b. Peningkatan efisiensi pengelolaan usahatani danhasil usahatani;

c. Peugernbangan system pertanian organic;

d. Dversifikasi produk pangao.

3. Pengembangan Model Tata h{iaga Hasil Pertanian di Beberapa Aras
Perdagangan dalam Beberapa Aspek

a. Model peraturan tataniaga hasil pertanian yang me,mihak petani;

b. Model penyediaan pemodalan bagi pelaku tataruagahasil pertanian;

c. Transportasi lintas Kecamatan dan Kabupaten.

B. Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah (UKMIIKM)

Usaha Kecil Menangah (UKM) dimaksudkan sebagai usaha yang ditopamg

permodalan maksimal 1 milyar rupiah. fupek ymg diprioritaskan dalam bidang ini adalah

teknologi untuk [Jsaha Kecil Menengah tersebut, sehingga Prioritas Utama Litbangrap Iptek

akan diberikan kepada Usaha Kecil Menengah yang mengarah atau sudah berada daiam

lingkup indusfi. Dalam pengertian upaya yang menglrasilkan barang yang layak dijual

dipasar. Dalam prioritas ini tidak termasuk upaya penyediaan jasa, yang kecil-menengah.

Mencermati kajian tentang Usatra Kecil Menengah diatas, kebijakan dan program

Litbangrap Iptek dalam bidang Usaha Kecil Menengalr/Industri Kecil Menengah ditetapkan

menjadi 2 (dua) kelompok Litbangrap Iptek yaitu sebagai berikut:

1. Modcl Pemberdayaan Pelaku Industri Keeil Menengah dalam Berbagai
Bentuk:

b.

Model pardidikan vokasional pelaku Usaha Kecil Menengatr/Industri Kecil

Menengah, untuk meningkatkan kemarnpuan teknis usaha/industri, untuk

meningkatkan jumlah, mutu dan daya saing produk usah#industri tersebut;

Model pengeurbargan kelompok Usahawan Kecil Menengahllndustriawan Kecil

Menengah (ke arah pernbentukan koperasi) untuk maringkatkan kd<uatan tawar
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Usahawan/industriawan terhadap berbagai kelompok terkait, distributor, pedagang

dan konsumen;

c. Model pengembangan bantuan pembiayaan bagr Usatrawan Kecil

Menengalr/Industriawan Kwil Menengah meldui kredit dan berbagai upaya

permodalan laiil ditingkat masyarakat;

d. Model pengembangan bapak asuh, anak asuh antara indutri besar dengan Industi

Kecil/Menengah;

e. Model pendarnpingan rmtuk mendapatkan HKL

2. Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Pengembffngan dan Penerapan

Teknologi y*g manusiawi (tepat guna) dan berwawasan lingkungan bagi lndustri Kecil

Menengah dengan berbagai spesifikasi industri, spesifikasi wilayah dm spesifikasi sasaran

peru$aran, untuk moningkatkan produksi serta mufu dan daya saing produk

dengaa memperhatikan daya saing produk di masing-masing aras tersebut.
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BAB VII

PENUTUP

Rencana Sfalegis Penelitian, Penganbangan dan Penoapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Iptek) Kabupaten Pati 2046-2411 merupakan acuan bag segslap

Dinas/Badan/Ifuntor Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupatm Pati, khususnya dalam

bidang penelitian, penganbangan, dan penerapan lptek.

Kebijakan ini juga diharapkan dipergunakan sebagai aalarl bagi DinaslBadan/Kantor

perangkat Kabupatm Pati, Lembaga-lembaga Litbangrap lptek, Dewan Riset Daerah (DRD),

Perguruan Tingg dan swast4 serta masyarakat pada umumnya yanLg berperan serta

melaksanakan Litbangrap iptek di Kabupaten Pati.

Maafaat kebijakan dalam keseluruhan Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati, terganhmg

pada komitrnen dan kesqakatan semua pihak terkait dan partisipasi semua pihak terkait, sebagai

upaya terpadu datam mencapai tujuan pembangunan di Kabupatur Pati.

Khusus untuk Kantor Penelitian dan Pengambangan Kabupaten Pati, berdasarkan diktum

id akan disusun Prioritas Utama Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Prima

Litbangrap Iptek), yang akan dipergunakan sebagai acuan tsknis pelaksanaan kegiatan

penelitian, penganbangan dan panerapan Iptek di Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5 tahun

mendatang. Sanoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan petunjuk-Nya. Amien.

BTJPATI PATI

TASIMAN

Jal*tra Litbangrap lptek, Pafi 2AAS
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BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategi Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologr (Iptek) Kabupaten Pati 2A06-2011 merupakan acuan bagt segenap

Dinas/Badan{I(antor Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya dalam

bidang penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek.

Kebijakan ini juga diharapkan dipergunakan sebagai acuan bagi DinasrtsadarlKantor

perangkat Kabupaten Pati, Lembaga-lembaga Litbangrap Iptelq Dewan Riset Daerah (DRD),

Perguruan Tinggi dan swasta, serta masyarakat pada umumnya yang berperan serta

melaksanakan Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati.

Manfaat kebijakan dalam keseluruhan Litbangrap Iptek di Kabupaten Pati, tergantung

pada komitmen dan kesepakatan semur] pihak terkait dan partisipasi semua pihak terkait, sebagai

upaya terpadu dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Pati.

Khusus untuk Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati, bsrdasarkan dikfim

ini akan disusun Prioritas Utama Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Prima

Litbangrap lptek), yang akan dipergunakan sebagai acuan teknis pelaksanaan kegiatan

penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek di Kabupaten Pati dalam kurun waktu 5 tahun

mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan petunjuk-Nya. Amien

BUPATI PATI

TASnfrN

Intpk Pnti ?005-r.',r' -


